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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN      PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 21 TAHUN  

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik 

berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik pada 

Dinas Lingkungan Hidup di Kota Probolinggo, maka perlu 

disusun standar pelayanannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang  

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5035); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 



Paraf 
Koordinasi 

Bag. Hukum Pengusul 
      

-  3 - 
 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 44); 

10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat 

Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN 

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA 

PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

(1) Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo merupakan 

panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan 

dalam menerapkan pelayanan. 

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan 

kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara. 

 

Pasal 2 

Standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo meliputi : 

a. Pelayanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 

b. Pelayanan Publik Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH); 

c. Pelayanan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan 

(UKL – UPL); 

d. Pelayanan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH); 

e. Pelayanan Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(SPPL); 

f. Pelayanan Pemangkasan/Penebangan Pohon (khusus jalur hijau); 

g. Pelayanan Pengambilan Sampel Uji Kualitas Air; 

h. Pelayanan Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Air; 



Paraf 
Koordinasi 

Bag. Hukum Pengusul 
      

-  4 - 
 

i. Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemakaman Muslim dan Non 

Muslim, Perpanjangan Pemanfaatan dan Retribusi Pemanfaatan Makam Muslim 

dan Non Muslim yang di tanah aset; dan 

j. Pelayanan Pengambilan Sampah yang sudah terpilah dari masyarakat. 

 

Pasal 3 

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  

tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

        Ditetapkan di Probolinggo 

        pada tanggal 17 April 2023 

         WALI KOTA PROBOLINGGO 

          Ttd, 

              HADI ZAINAL ABIDIN 

 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal 17 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 21 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 

 
 DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H. 

            NIP. 19780608 200903 1 004 

 

 


